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ABSTRAK : - Bahwa untuk  melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 
Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 
320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 
Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang 119 Tahun 2024. 
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Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD)Tahun Anggaran 2025. 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan yang memuat: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);  
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);   
c. Neraca;  
d. Laporan Operasional (LO);  
e. Laporan Arus Kas (LAK); 
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 
g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan Keuangan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar 
laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan 
Daerah. 

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
yakni 10 Agustus 2026. 


